
BUPATI TAPIN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN 
NOMOR 01 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN 
NOMOR 05 TAHUN 2008 

TENTANG 
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TAPIN, 

Menimbang    :   a.   bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten 
Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, 
sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi beban 
kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah, sehingga perlu dilakukan 
penyempurnaan dan penambahan struktur 
organisasinya dengan melakukan perubahan;  

b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dilaksanakan dalam rangka 
kelancaran optimalisasi pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Tapin; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin; 

 
 

SALINAN 
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Mengingat      :   1.  Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3890); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang    
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir  dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 
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7. Peraturan Pemerintah  Nomor 41 Tahun 2007  
tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan 
Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk 
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor  04 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Tapin; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin; 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN 
 

dan 
 

BUPATI TAPIN 
 

 MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan    : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 
KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN TAPIN NOMOR 05 TAHUN 2008 
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN TAPIN. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 
Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), yang telah beberapa kali 
diubah dengan : 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 
Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tapin Tahun 2010 Nomor 08); 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 01); 

diubah sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Paragraf 4 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Pasal 9 

(1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
mempunyai tugas melaksanakan urusan pendapatan, 
pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas 
otonomi dan tugas pembantuan. 

(2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, 
pengelolaan keuangan dan aset daerah; 

b. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan 
dan pengendalian pendapatan daerah; 

c. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan 
dan pengendalian anggaran daerah; 

d. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan 
dan pengendalian aset daerah dan investasi; 

e. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan 
dan pengendalian pelaporan keuangan daerah; 

f. pengelolaan unit pelaksana teknis; 
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g. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan 
ketatausahaan; dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
sesuai bidang tugas dan fungsinya. 

(3) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari : 

a. Sekretariat; 

1. Sub Bagian Keuangan; 

2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

b. Bidang Pendapatan; 

1. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan; 

2. Seksi Penagihan dan Penerimaan Lain-Lain; dan 

3. Seksi Pelaporan Pendapatan. 

c. Bidang Anggaran; 

1. Seksi Penyusunan Anggaran; dan 

2. Seksi Pelaksana Anggaran. 

d. Bidang Akuntansi; 

1. Seksi Pembukuan; dan 

2. Seksi Pelaporan Keuangan. 

e. Bidang Aset dan Investasi; 

1. Seksi Investasi Daerah; 

2. Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan; dan 

3. Seksi Penatausahaan Aset. 

f. UPT; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 
2. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni 

Pasal 40A, sehingga Pasal 40A berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 40A 

Pejabat Struktural yang ada pada Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebelum ditetapkannya 
Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya 
sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural yang baru 
berdasarkan Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal II 
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